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PUTUSAN

Nomor 0090/Pdt.G/2018/PA.Gtlo
f;*..J?jdl ¢}0§>jﬂ| dljlfu____UUq
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam

perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan XXXXXXXX, pekerjaan
XXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kota Gorontalo,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan XXXXXXXX, pekerjaan tidak
XXXXXXXX, bertempat XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai
Termohon,;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 29 Januari

2018 telah mengajukan permohonan cerai, permohonan tersebut didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 0090/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal

29 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXXXXXXX /50/V/2002, tanggal 12 Mei 2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal
di rumah kediaman bersama sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2
orang anak laki-laki bernama :

a. ANAK 1, Umur 14 tahun;
b. ANAK 2, Umur 7 tahun;
Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
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Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak
pernah lagi mendengarkan nasehat Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya
pada tahun 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah
orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaiman tersebut diatas selama 7
tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan
Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu)
Raj'i Terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :
Mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke

muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang ataupun
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil ataupun kuasa hukumnya,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di
dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut
disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada
Pemohon agar mengurunkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya
tersebut tidak berhasil, dan karena Termohontidak pernah hadir di persidangan maka
mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan
membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonan Pemohon telah mengajukan
alat bukti berupa :

A.Surat:
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Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/50/V/2002 tanggal 12 Mei 2002 yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan,bermeterai cukup

telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, (P );
B.Saksi
1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku paman Pemohon dan Termohon dikenal bernama Arviyati

dan saksi hadir pada saat menikabh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002;

- Bahwa setelah keduanya menikah telah tinggal bersama dirumah kakak ipar
Termohon, kemudian pindah kerumah kediaman bersama dengan rukun, dan telah

dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Desember 2011 Pemohon danTermohon terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan

laki-laki bernama Sofyan Jerman;

- Bahwa Pemohon telah menasehati Termohon agar tidak berhubungan dengan laki-

laki tersebut, tetapi Termohon tidak mengindahkan nasehat tersebut;

- Bahwa pada bulan Oktober 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah kamar

sampai sekarang;

- Bahwa selama Pemohon danTermohon berpisah kamar sampai sekarang sudah
satu tahun lebih dan selama itu diantara keduanya tidak pernah saling

memperdulikan lagi;

2. SAKSI 2 , Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal
di Kelurahan Tapa, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango,di bawah sumpahnya

telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, dan Termohon karena berteman dengan Termohon

dan saksi hadir pada saat menikabh;
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Bahwa Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama dirumah kakak

ipar Termohon lalu pindah dirumah kediaman bersama sampai sekarang;

Bahwa mereka telah dikaruniai dua orang anak dan dirawat oleh Pemohon dan

Termohon;

- Bahwa semula Pemohon dengan termohon rukun, namun sejak bulan Desember
2011 tidak rukun lagi penyebabnya Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain

bernama Sofyan Jerman;

- Bahwa Termohon pernah dilihat oleh Pemohon bersama dengan laki-laki tersebut
dan sering dinasehati oleh Pemohon, namun Termohon tidak mengindahkan

nasehat tersebut;

- Bahwa antara Pemohon danTermohon telah berpisah kamar, sejak Oktober 2015

sampai sekarang;

- Bahwa selama Pemohon danTermohon berpisah kamar sampai sekarang sudah

satu tahun lebih dan selama itu diantara keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan
membenarkan dan selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya

dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal
ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini
Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap

ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun
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~ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Termohon harus

dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus dipemeriksa secara

verstek sesuai ketentuan R Bg pasal 149 ayat(1);

Menimbang, bahwa Mejelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, agar
mengurunkan niatnya untuk bercerai denganTermohon, namun upaya tersebut tidak
berhasil, karenanya maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon
sebagaimana dalam surat permohonannya adalah pada awalnya keadaan rumah
tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang
anak, namun sejak bulan Desember 2011 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan karenaTermohon berselingkuh dengan laki-laki lain
bernama Sofyan Jerman, danTermohon memiliki sifat keras kepala dan tidak mau
mendengarkan nasehat Pemohon, bahwa Termohon sendiri mengakui hubungannya
dengan laki-laki tersebut, namun Pemohon memafkan Termohon, tetapi pada bulan
Agustus 2013 Termohon mengulangi lagi dan Oktober 2015 Pemohon dan Termohon

berpisah kamar sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah meneguhkan dalil-dalil
permohonannya dengan mengajukan bukti surat yang diberi kode (P ) serta dua orang

saksi masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpabh;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon adalah saksi yang berasal
dari orang dekat Pemohon sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 76 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun
2009;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P ) berupa Kutipan Akta Nikah yang

merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,isi bukti
tersebut menjelaskan mengeni peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan

yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon keterangannya
bersumber dari apa yang dilihat dan diamati serta bersesuaian antara keterangan saksi
satu dengan yang lainnya, karena itu telah terpenuhi maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg
sehingga saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dinyatakan mempunyai nilai
pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan maka majelis
hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah
dikaruniai dua orang anak keturunan;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan
Agustus 2013 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
Termohon keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon,dan
Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Sofyan Jerman,

- Bahwa ternyataTermohon telah pisah kamar dengan Pemohon sejak bulan Oktober
2015 hingga sekarang sudah satu tahun lebih dan selama itu diantara keduanya
tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan
Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka rumah tangga
Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat lagi untuk disatukan karena
dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak akan mungkin keduanya mau
berpisah tempat tinggal sekian lamanya tampa ada permasalahan, sehingga tujuan
perkawinan yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-
Qur’an surah Ar Ruum Ayat 21 tidak terwujud;
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Menimbang, bahwa pada dasarnya kebahagiaan sebuah rumah tangga lahir dari

adanya hak dan kewajiban yang seimbang diantara suami isteri, oleh karena itu dengan
tidak saling menghiraukan antara Pemohon dan Termohon secara nyata menunjukkan
adaya ketidak utuhan bathin kedua belah pihak untuk membawa rumah tangga yang
kekal, dan ketidak utuhan tersebut menurut Majelis Hakim sudah mencapai pecahnya

hati kedua belah pihak yang tidak mungkin diutuhkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus
akan menimbulkan dampak yang negatif diantara keduanya. Diantara mereka tentu
tidak bisa menjalankan kewajiban dimana Pemohon sebagai suami tidak bisa
menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Termohon sebagai isteri dan
begitu pula sebaliknya, dan rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus
akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sedangkan menolak mafsadat lebih
didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana gaidah fighiyah yang
berbunyi :

c.]L;a.oJ|;_,ul.?gJ&p.).ﬁ.omLh.oJ|$J)
Artinya:
"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan™;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu
mengetengahkan dalil dalil syar’i yang terdapat dalam Al Qur’an Surah Al Bagarah ayat
227 yang berbunyi :

e grow alll L6 BWal g0 e Ol
Artinya :

Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan
tidak melawan hukum, karena itu sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan
Pemohon dikabulkan secara verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk

menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon sesuai maksud pasal 39 ayat (1 dan 2)
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ndang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis secara ex officio
dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirim
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat

dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini
MENGADILI

1. Menyatakan bahwaTermohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Gorontalo;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp1.026.000,- (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan
pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29
Jumadil Awal 1439 Hijrivah oleh Dra.Hj. Hasnia HD,M.H sebagai Ketua Majelis,
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



-~ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rs.H.Mukhlis,M.H dan Dra.Hj.Marhumah. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Husin Damiti, SH

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnyaTermohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis
Drs.H.Mukhlis, M.H Dra.Hj.Hasnia HD,M.H
Hakim Anggota
Dra.Hj.Marhumah

Panitera Pengganti

Husin Damiti, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00 ;

2. Biaya Proses :Rp 50.000,00 ;

3. Biaya Panggilan : Rp935.000,00 ;

4. Biaya Redaksi :Rp 5.000,00;

5. Meterai :Rp 6.000.00 ;

Jumlah : Rp1.026.000,00; (satu juta dua puluh enam ribu
rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



